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ABSTRACT

This research analyzes the effect of tax understanding, tax service policies, tax
sanctions and tax amnesty on tax compliance of micro, small and medium enterprises
(MSMEs) taxpayers with risk preference as a moderating variable in the city of Yogyakarta.
This research uses convenience sampling method. The approach used is quantitative, the
data is processed using the SmartPLS 3.2.9 application. The method of data collection is by
distributing 210 questionnaires to MSME taxpayers in the city of Yogyakarta. The results of
this study indicate that tax understanding, tax service policies, tax sanctions have a positive
effect on MSME taxpayers' tax compliance, while tax amnesty has no effect on MSME
taxpayers' tax compliance. Risk preference as a moderating variable affects the relationship
between tax amnesty and MSME taxpayers' tax compliance, but does not affect the
relationship between tax understanding, tax service policies and tax sanctions.

Keywords: MSME Taxpayer Tax Compliance, Tax Understanding, Fiscal Service Policy, Tax
Sanctions, Tax Amnesty, Risk Preference

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan analisis mengenai pengaruh pemahaman Pajak, kebijakan
kelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan pajak wajib pajak usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi di
kota yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode convience sampling. Pendekatan yang
digunakan adalah kuantitatif, data yang diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.9.
Metode pengumpulan data dengan cara menyebar sebanyak 210 kuesioner pada pelaku wajib
pajak UMKM di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman pajak,
kebijakan pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib
pajak UMKM, sedangkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib
pajak UMKM. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan
antara tax amnesty dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, namun tidak berpengaruh
terhadap hubungan antara pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Pajak, Kebijakan
Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Preferensi Risiko.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara. Persentase
pendapatan dari sektor pajak merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor
pendapatan lainnya. Pendapatan dari pajak menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan
perekonomian, menggerakan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi
masyarakat. Menurut Farouq (2018) keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak
dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang
bersangkutan.

Usaha Kkecil, mikro, 'menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak
perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Berdasarkan data
Kementerian Koperasi dan-UKM, UMKM saat ini jumlahnya mencapai 64,19 juta dengan
kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Namun
berdasarkan data APBN Kementrian Keuangan 2021 tercatat hanya sebanyak 1.757.596
UMKM yang telah menyampaikan SPT dari seluruh total 3.351.295 UMKM wajib SPT,
serta persentase tingkat kepatuhan hanya mencapai 52,45% (kemenkeu.go.id). Hal ini
menunjukan bahwa masih banyak UMKM yang belum patuh dalam menyelesaikan
kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan adanya peningkatan kepatuhan seluruh wajib
pajak dan meminta wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap,

dan jelas. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan



pajak yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi
dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intesfikasi
dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan yaitu
pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam
suatu negara.

Penelitian yang dilakukan Mubarokah et al (2020) menunjukan bahwa kurangnya
pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya mengenai kepatuhan
wajib pajak. Beberapa peneleliti di indonesia yang melakukan penelitian mengenai hal
tersebut seperti Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari &
Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019),
Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Arini & Sumaryanto (2019), Listyowati
et al (2018), Wicaksana & Supadmi (2019), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al
(2020), Listyaningsih et al (2019), Triandani & Apollo (2020), Lisa & Hermanto (2018),
Budiman et al (2021), Mariana (2020), Hardiningsih et al (2020), Ayem & Nofitasari (2018),
Saragih & Aswar (2020).

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian menunjukan
hasil yang konsisten, antara lain penelitian Khodijah et al (2021) , Yunia et al (2021), Fitria
& Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al
(2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017),
Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020) yang menunjukan bahwa

variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan Wajib



Pajak akan mengalami peningkatan jika semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak
terhadap ketentuan pajak.Variabel kualitas pelayanan perpajakan oleh penelitian Khodijah
(2021), Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo & Cahyonowati (2012),
Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013) juga berpengaruh positif
terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini berarti semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak
akan berpengaruh baik pada kualitas pelayanan yang diberikan. Variabel tarif pajak oleh
penelitian Hamid (2019), Listyaningsih et al (2019), Peprah et al (2020) menunjukan bahwa
tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Variabel sanksi
pajak oleh penelitian Areo et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020),
Saragih & Aswar (2019) yang menunjukan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh
positif terhadap kepatuhan pajak, maka sanksi pajak mampu membuat wajib pajak patuh
dalam membayar pajak. Selain itu, variabel tax amnesty oleh penelitian yang dilakukan oleh
Wicaksana & Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018) menunjukan bahwa
tax amnesty mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai variabel
kondisi keuangan yang dilakukan oleh Aryobimo & Cahyanowati (2012), Lisa & Hermanto
(2018), Alshir’ah et al (2016), Ofori (2020), Peprah et al (2020). Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Hal ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya omzet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya yaitu variabel biaya kepatuhan oleh penelitian
Ofori (2020), Adhiambo Theuri (2019) yang menunjukan bahwa variabel biaya kepatuhan
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga tinggi rendahnya biaya
kepatuhan akan berpengaruh pada kepatuhan pajak wajib pajak.

Hasil dari beberapa penelitian terdapat variabel yang tidak konsisten, diantara lain



variabel pemahaman pajak oleh Arini & Sumaryanto (2019). Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Listyowati et al (2018) menunjukan bahwa
pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan
Arini & Sumaryanto (2019) menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan
Putra et al (2019) dan Listyowati et al (2018) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan
fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana
(2020), Annuar et al (2018), Fitria & Supriyono (2019) yang menyatakan bahwa variabel
tariff pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil
penelitian yang dilakukan Khodijah et al (2021), Alshir’ah et al (2016), Sebhat & Assfaw
(2019), Yunia et al (2021) yang menyatakan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa
variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada
penelitian Khodijah et al (2021), Triandani & Apollo (2020), Sebhat & Assfaw (2019) yang
menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Penelitian yang dilakukan Saracoglu & Caskurlu (2011) menyatakan bahwa variabel tax
amnesty tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian
Listyowati et al (2021), Suak (2019) yang menyatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh
pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019)
menunjukan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al (2021), Hardiningsih et al

(2020) menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.



Hasil penelitian Ayem & Nofitasari (2018) yang menyatakan bahwa variabel biaya
kepatuhan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian
yang dilakukan Azmi et al (2016), Budiman et al (2021) menyatakan bahwa biaya kepatuhan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al (2021) memberikan saran untuk peneliti
selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk dapat mengembangkan penelitian
mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu
penelitian yang dilakukan Suryani et al (2013) menganjurkan pada peneliti selanjutnya untuk
memperluas ruang lingkup atau menambahkan variabel lainnya sehingga dapat
menggambarkan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas
pelayanan fiskus dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan-wajib pajak orang pribadi, hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area penelitian, sehingga diharapkan mampu
meningkatkan tingkat akurasi hasil yang diperoleh di masa yang akan datang yang lebih baik
lagi dari penelitian sebelumnya. Saran yang diusulkan pada penelitian Putra et al (2020) yaitu
untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel dependen lainnya seperti kualitas
pelayanan, tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak, keterbatasan dalam penelitian
sebelumnya vyaitu responden kurang memahami pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner.
Penelitian yang dilakukan Hasanah et al (2020) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya
agar menggunakan variabel lain selain sanksi pajak dan pelayanan fiskus mislanya kesadaran
wajib pajak, pemahaman peraturan pajak atau varaibel lain untuk memperluas area penelitian
dan mengembangkan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh

Ardyanto & Utaminingsih (2014) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk



memfokuskan atau memperbanyak sampel dari sektor wiraswasta karena sektor tersebut
mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, keterbatasan pada penelitian sebelumnya yaitu
mayoritas sampel dalam penelitian tersebut adalah PNS dan Non PNS. Lalu penelitian yang
dilakukan oleh Khodijah et al (2021) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar
menambahkan variabel lain selain dalam penelitian tersebut untuk mempengaruhi,
memperkuat atau memperlemah varaibel dependen.

Model penelitian ini merupakan pengenmbangan dari penelitian Nurlaila Hasmi (2019)
hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat
penambahan variabel independen yaitu Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty.
Serta perubahan dalam teori yang dipakai, penelitian ini akan menggunakan Teori Atribusi
serta Teori Kepatuhan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya terdapat Teori Prospek dan
Social Learning Theory. Selain itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian
Suryani et al (2013) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya
penambahan variabel independen yaitu Sanksi Pajak dan Tax Amnesty, serta penambahan
pada variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko. Atas saran pada penelitian Suryani et al
(2013) maka penelitian ini akan menambahkan Sanksi Pajak sebagai variabel independen.
Teori ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Lalisu (2021) perbedaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel dependen dan independen
yang berbeda, serta perbedaan tempat dilakukannya penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan variabel independen berupa Pemahaman Pajak,
Kebijakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty, serta variabel dependen yaitu
kepatuhan pajak dengan menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sehingga

penelitian ini berjudul: “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kebijakan Pelayanan Fiskus,



Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi

Risiko sebagai variabel moderasi di kota Yogyakarta”

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Apakah variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM?

2. Apakah variabel kebijakan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM?

3. Apakah variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

4.  Apakah variabel tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

5. Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM?

6. Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh kebijakan pelayanan fiskus
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

7.  Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM?

8.  Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam
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penelitian ini yaitu:

Untuk menganalisis pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM

Untuk menganalisis pengaruh variabel kebijakan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM.

Untuk menganalisis pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

Untuk menganalisis pengaruh variabel tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi pemahaman pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi kebijakan pelayanan fiskus
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk menganalisis variabel preferensi- risiko. memoderasi pengaruh tax amnesty

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memperoleh manfaat sebagai
berikut, yaitu:
Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademik



Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi
dunia akademik yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman pajak, kebijakan
pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi
Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi peneliti selanjutnya

yang akan melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini.

Manfaat Praktis
Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan-dalam menyusun kebijakan yang
tepat terkait pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus, sanksi pajak dan
tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan preferensi risiko sebagai
variabel moderasi.
Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM

dalam membayar kewajiban perpajakannya.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LITERATUR REVIEW

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib
yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang. Seluruh penerimaan pajak digunakan untuk keperluan negara
untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian
dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Resmi 2014).
Pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai
salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
melakukan pembangunan nasional, serta berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah. Pajak merupakan sarana untuk mecapai tujuan pembangunan ekonomi
Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. UMKM adalah salah
satu peran yang dapat menunjang pembangunan Negara melalui kontribusi dalam membayar
pajak. Ekonomi di Indonesia tumbuh pesat lewat sektor UMKM. UMKM di Indonesia
berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Banyaknya jumlah UMKM ini
dapat memberikan pengaruh baik terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam realisasi penerimaan pajak, kepatuhan menjadi salah satu elemen yang dapat

mempengaruhi target. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu prilaku dimana
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wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Semakin patuh wajib pajak membayar pajak, maka penerimaan negara akan semakin
meningkat. Namun, kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di
Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia masih belum memenuhi target serta rasio
kepatuhan formal wajib pajak badan masih rendah dari wajib pajak yang menyampaikan SPT
tahunan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus yang akan menambah kenyamanan wajib
pajak dalam membayar kewajiban pajak, sanksi pajak yang merupakan ancaman bagi wajib
pajak yang tidak membayar pajak, serta amnesty pajak.

Beberapa peneliti Indonesia yang telah meneliti faktor-faktor tersebut seperti Khodijah
et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra
(2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013),
Wijayanti & Sasongko (2017), Arini & Sumaryanto (2019), Listyowati et al (2018),
Wicaksana & Supadmi (2019), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020),
Listyaningsih et al (2019), Triandani & Apollo (2020), Lisa & Hermanto (2018), Budiman et
al (2021), Mariana (2020), Hardiningsih et al (2020), Ayem & Nofitasari (2018), Saragih &
Aswar (2019). Peneliti yang berasal dari luar negeri yang telah meneliti faktor-faktor tersebut
ialah Hamid et al (2019), Peprah et al (2020), Annuar et al (2018), Alshir’ah et al (2016),
Sebhat & Assfaw (2019), Areo et al (2020), Saracoglu & cascurlu (2011), Ofori (2020),
Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Suak (2019), Adhiambo Theuri (2019), Azmi et al

(2016), Tiswiyanti et al (2020).
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Tabel 2.1 : Determinan Kepatuhan Pajak

No Independent Variabel Kesimpulan
Penelitian
1 | Pemahaman pajak Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pajak (Khodijah et al., 2021; Yunia et al., 2021; Fitria &
Supriyono., 2019; Suryani et al., 2013; Utari & Setiawan.,
2019; Putra., 2020; Wulandari., 2020; Putra et al., 2019;
Septyana et al., 2019; Wijayanti & Sasongko., 2017;
Weerawickrama & Tilakasiri., 2020; Hardiningsih et al.,
2020)

Pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan
pajak (Arini & Sumaryanto, 2019)

Pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan pajak (Listyowati et al., 2018)

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak (Khodijah., 2021 Wicaksana & Supadmi.,
2019; Yunia., 2021; Suryani et al., 2013; Aryobimo &
Cahyonowati., 2012; Hasanah et al., 2020; Septyana et al.,
2019)

Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan pajak (Arini-& Sumaryanto, 2019)

Kualitas pelayanan  fiskus tidak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan ~wajib pajak (Putra et al., 2019;
Listyowati., 2018)

Tarif Pajak

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
(Hamid et al., 2019; Listyaningsih et al., 2019; Peprah et
al., 2020)

Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak
(Mariana., 2020; Annuar et al., 2018; Fitria & Supriyono.,
2019)

Tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan
pajak (Khodijah et al., 2021; Alshir’ah et al., 2016;
Sebhat & Assfaw., 2019; Yunia et al., 2021)

Sanksi Pajak

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
(Areo et al., 2020; Listyaningsih et al., 2019; Hardiningsih
et al., 2020; Saragih & Aswar., 2019)

Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan
pajak (Arini & Sumaryanto., 2019)

Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan
pajak (Khodijah et al., 2021; Triandani & Apollo., 2020;
Sebhat & Assfaw., 2019)

Tax Amnesty

Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan
pajak (Wicaksana & Supadmi., 2019; Putra., 2019; Lisa &
Hermanto., 2018; Tiswiyanti et al., 2020)

Tax amnesty berpengaruh negative terhadap kepatuhan
pajak (Saracoglu & Caskurlu., 2011)

Tax amnesty tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan
pajak (Listyowati et al., 2018; Suak., 2019)
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Kondisi Keuangan = Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
pajak (Aryobimo & Cahyanowati., 2012; Lisa &
Hermanto., 2018; Alshir’ah et al.,, 2016; Ofori., 2020;
Peprah et al., 2020)

= Kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan
pajak (Arini & Sumaryanto., 2019)

= Kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan pajak (Budiman et al., 2021; Hardiningsih et
al., 2020)

Biaya Kepatuhan = Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
pajak (Ofori., 2020; Adhiambo Theuri., 2019)

= Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan
pajak (Ayem & Novitasari., 2018)

= Biaya kepatuhan tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan pajak (Azmi et al., 2016; Budiman et al., 2021)

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang
perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Dewi dan Sumaryanto, 2019).
Hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman peraturan perpajakan adalah
dengan mengetahui undang-undang perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
PKP, PTKP, tarif pajak, serta sanksi pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak
UMKM terhadap peraturan-perpajakan dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib
pajak UMKM dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi secara positif oleh pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono
(2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019),
Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Weerawickrama
& Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020). Namun penelitian yang dilakukan Arini &
Sumaryanto (2019) dan Listyowati et al (2018) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah kualitas

pelayanan fiskus. Pelayanan petugas pajak yang baik dengan mengatasi kesulitan yang
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dihadapi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, mulai dari prosedur
pelaporan, prosedur pengisian formulir pajak dan perhitungan kewajiban pajak akan
meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat
jika pelayanan yang diberikan petugas fiskus baik. Maka pelayanan fiskus dapat berpengaruh
meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang sejalan dengan hal ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Khodijah (2021), Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo &
Cahyonowati (2018), Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013).
Namun hasil penelitian yang dilakukan Arini & Sumaryanto (2019), Putra et al (2019) dan
Listyowati et al (2018) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Tarif juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
pajak. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan akan berpengaruh pada peningkatan
kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Hal ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan Hamid et al (2019), Listyaningsih (2019), Peprah et
al (2020). Penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Mariana (2020), Annuar et al (2018),
Fitria & Supriyono (2019). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021),
Alshir’ah et al (2016), Asfaw & Sebhat (2019), Yunia et al (2021) juga tidak sejalan dengan
penelitian ini.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan pada pelanggar pajak, hukuman yang
diberikan diharapkan mampu menciptakan prilaku patuh wajib pajak terhadap kewajiban
perpajakannya. Sanksi perpajakan diberikan dengan tujuan agar wajib pajak yang melanggar
peraturan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga menciptakan peningkatan kepatuhan
pajak. Terdapat beberapa penelitian yang sejalan antara lain penelitian yang dilakukan oleh

Areo et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar
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(2019). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini &
Sumaryanto (2019). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Khodijah et al (2021), Triandani & Apollo (2020), Sebhat & Assfaw (2019).

Tax amnesty merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang memberikan
pengampunan pajak pada wajib pajak (Waluyo, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018), Tiswiyanti et al
(2020) tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian
yang dilakukan oleh Saracoglu & Caskurlu (2011), Listyowati et al (2018) dan Suak (2019)
tidak sejalan dengan penelitian ini.

Kondisi keuangan juga menjadi salah satu faktor-kepatuhan wajib pajak. Kondisi
keuangan menjadi tolak ukur baiknya kondisi keuangan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi
omset atau laba yang diperoleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak . Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo & Cahyanowati (2012), Lisa &
Hermanto (2018), Alshir’ah et al (2016), Ofori (2020), Peprah et al (2020). Namun hasil
penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019), Budiman et al (2021) dan
Hardiningsih et al (2020) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak
orang pribadi untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak. Wajib Pajak yang telah
memenuhi kewajiban perpajakannya akan merasa dirugikan jika biaya kepatuhan perpajakan
yang dikeluarkan cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ofori
(2020), Adhiambo Theuri (2019). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem &
Novitasari (2018), Azmi et al (2016), Budiman et al (2021) tidak sejalan dengan penelitian

ini.
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Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa penelitian yang
menunjukan hasil yang konsisten dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021),
Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra
et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017),
Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020) yang menunjukan bahwa
variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tinggi rendahnya
tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib
pajak. Variabel kualitas pelayanan perpajakan oleh penelitian Khodijah (2021), Wicaksana &
Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020),
Septyana et al (2019), Suryani et al (2013) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan
perpajakan yang menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus
akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak oleh penelitian Hamid
(2019), Listyaningsih et al (2019), Peprah et al (2020) menunjukan bahwa pajak yang terlalu
tinggi menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak oleh penelitian Areo
et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar (2019)
yang menunjukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
perpajakan. Selain itu, variabel tax amnesty oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana
& Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018) menunjukan bahwa tax amnesty
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Aryobimo & Cahyanowati (2012), Lisa & Hermanto (2018), Alshir’ah et al (2016), Ofori
(2020), Peprah et al (2020) yang menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan terhadap

administrasi pajak adalah tinggi atau rendahnya pendapatan. Selanjutnya yaitu penelitian
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yang dilakukan oleh Ofori (2020), Adhiambo Theuri (2019) yang menunjukan bahwa
variabel biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka semakin
rendah biaya kepatuhan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan
kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdapat variabel yang belum konsisten pada penelitian yang
dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman
pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, lalu pada penelitian yang
dilakukan oleh Listyowati et al (2018) yang menunjukan bahwa pemahaman pajak tidak
menemukan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh
Arini & Sumaryanto (2019). menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan-penelitian yang dilakukan oleh
Putra et al (2019) dan Listyowati et al (2018) menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan
fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel tarif pajak pada penelitian
Mariana (2020), Annuar et al (2018), Fitria & Supriyono (2019) yang menunjukan bahwa
variabel tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian
yang dilakukan Khodijah et al (2021), ~Alshir’ah et al (2016), Sebhat & Assfaw (2019),
Yunia et al (2021) yang menunjukan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Variabel sanksi pajak pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019)
menunjukan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak,
sedangkan menurut penelitian Khodijah et al (2021), Triandani & Apollo (2020), Sebhat &
Assfaw (2019) yang menunjukan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Variabel tax amnesty pada penelitian Saracoglu & Caskurlu (2011) yang

menunjukan bahwa variabel tax amnesty tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak,
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sedangkan penelitian yang dilakukan Listyowati et al (2018), Suak (2019) menunjukan
bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel kondisi keuangan
pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukan bahwa kondisi keuangan tidak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Budiman
et al (2021), Hardiningsih et al (2020) menunjukan bahwa kondisi keuangan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel biaya kepatuhan pada penelitian Ayem &
Nofitasari (2018) yang menunjukan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh
positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Azmi et al (2016),
Budiman et al (2021) menunjukan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak.

Peneliti sebelumnya menggunakan beberapa teori, seperti pada penelitian Khodijah et
al (2021) yang menggunakan teori atribusi, sedangkan pada penelitian Yunia et al (2021)
menggunakan teori kepatuhan dan theory of planned behavior. Teori atribusi menjelaskan
mengenai penyebab prilaku orang lain atau diri sendiri yang berasal dari faktor internal atau
eksternal (Putri & Setiawan, 2017). Kelebihan menggunakan teori atribusi yaitu dapat
menjelaskan tingkah laku dan memberikan perhatian yang lebih pada tingkah laku seseorang
dibandingkan teori lainnya. Kelemahan teori atribusi yaitu antara individu dan peneliti
terdapat perbedaan perspektif, serta dapat mengubah perspektif dengan adanya konsensus
sosial dan bias dikarenakan teori ini member penjelasan mengenai alasan dan akibat prilaku
individu yang berkaitan dengan persepsi sosial. Sedangkan teori kepatuhan yaitu teori yang
menjelaskan mengenai kondisi dimana individu menaati perintah atau aturan yang berlaku.
Teori kepatuhan memiliki kelemahan yaitu dalam menjelaskan kepatuhan pajak harus

menggabungkan antara pendekatan non-ekonomi dan pendekatan ekonomi. Selain itu
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kelemahan yang ada pada Theory of planned behavior karena membutuhkan kontrol dari
orang lain dengan adanya keterbatasan pemanfaatan teori.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al (2021) memberikan saran untuk peneliti
selanjutnya dapat mencari variabel-variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak untuk dapat mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang
dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan Suryani et
al (2013) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup atau
menambahkan variabel lainnya agar mampu menggambarkan mengenai pemahaman wajib
pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara keseluruhan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan tujuan untuk memperluas area
penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan lebih sempurna dari
penelitian sebelumnya. Saran yang diusulkan pada penelitian Putra et al (2020) yaitu untuk
peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel dependen lainnya seperti kualitas
pelayanan, tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak, keterbatasan dalam penelitian
sebelumnya vyaitu responden kurang memahami pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner.
Penelitian yang dilakukan Hasanah et al (2020) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya
agar menggunakan variabel lain selain sanksi pajak dan pelayanan fiskus mislanya kesadaran
wajib pajak, pemahaman peraturan pajak atau varaibel lain untuk memperluas area penelitian
dan mengembangkan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh
Ardyanto & Utaminingsih (2014) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk
memfokuskan atau memperbanyak sampel dari sektor wiraswasta karena sektor tersebut
mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, keterbatasan pada penelitian sebelumnya yaitu

mayoritas sampel dalam penelitian tersebut adalah PNS dan Non PNS. Lalu penelitian yang

19



dilakukan oleh Khodijah et al (2021) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar
menambahkan variabel lain selain dalam penelitian tersebut untuk mempengaruhi,
memperkuat atau memperlemah varaibel dependen.

Penelitian ini menggunakan teoori atribusi karena teori ini lebih menjelaskan mengenai
prilaku dan cara individu bertingkah laku sesungguhnya dibandingkan dengan teori-teori
lainnya. Penelitian ini juga menggunakan Teori Kepatuhan yang akan meneliti mengenai
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta dengan menggunakan variabel-variabel
berupa Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty.
Kemudian akan menambahkan variabel Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi yang
akan memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel
dependen. Sebelum melakukan pembayaran pajak, terdapat risiko yang harus diperhatikan
dan dipertimbangkan wajib pajak, maka penelitian ini ‘menggunakan variabel Preferensi
Risiko. Menurut Sitkin dan Pablo (1992) menyatakan bahwa preferensi risiko adalah suatu
karakteristik seseorang yang dapat berpengaruh pada perilakunya. Risiko itu terdiri dari
risiko sosial, risiko keuangan, risiko keselamatan dan risiko pekerjaan. Terdapat tiga
kemungkinan cakupan dalam konseptualisasi preferensi risiko yaitu netral dalam menghadapi
risiko, menghindari risiko dan berani mencari risiko. Menurut Torgler (2003) Beberapa
penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi
risiko berkaitan dengan kepatuhan. Keputusan wajib pajak individu dipengaruh oleh sikap
mereka dalam menghadapi risiko.

Model penelitian ini merupakan pengenmbangan dari penelitian Nurlaila Hasmi (2019),
terdapat beberapa hal yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu

terdapat penambahan variabel independen yaitu Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Tax
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Amnesty. Serta perubahan dalam teori yang dipakai, teori penelitian yang diguanakan dalam
penelitian ini adalah Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan. Sedangkan pada penelitian
sebelumnya terdapat teori Prospek dan Social Learning Theory. Selain itu penelitian ini
merupakan pengembangan dari penelitian Suryani et al (2013) perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel independen yaitu Sanksi
Pajak dan Tax Amnesty, serta penambahan pada variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko.
Atas saran pada penelitian Suryani et al (2013) maka penelitian ini akan menambahkan
Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Teori ini juga merupakan pengembangan dari
penelitian Lalisu (2021) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
penggunaan variabel dependen dan independen yang berbeda, serta perbedaan tempat

dilakukannya penelitian.

2.2 LANDASAN TEORI
2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai penyebab perilaku individu
yang dinilai dari sisi eksternal dan sisi internal (Yanah, 2013). Faktor-faktor yang berasal
dari dalam diri individu merupakan sisi internal, sedangkan faktor-faktor yang berasal dari
luar diri individu merupakan sisi eksternal. Sisi internal bisa meliputi sifat, sikap dan karakter
seseorang, sedangkan sisi eksternal bisa berupa suatu keterpaksaan seseorang untuk
berperilaku tertentu.

Menurut Santrock (2003) Teori atribusi adalah sebuah pandangan untuk memahami dan
menemukan penyebab suatu individu dalam berprilaku. Atribusi juga dapat diartikan sebagai

suatu usaha untuk memahami alas an dari prilaku individu. Teori atribusi digunakan dalam
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penelitian ini karena sangat relevan dengan variabel yang akan digunakan.

2.2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan mengenai kondisi dimana individu menaati perintah atau
aturan yang berlaku. Kepatuhan perihal perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan,
bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tahar dan Rachman, 2014). Kepatuhan
wajib pajak adalah bentuk perilaku dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya yang dilandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang
telah ditetapkan. Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku, perilaku ini berasal dari dorongan
yang ada pada diri manusia, sedangkan dorongan merupakan suatu usaha yang dilakukan
untuk memenuhi keburuhan yang ada pada diri manusia (Heri P, 1999).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak. Menurut Syaputra (2019) Terdapat dua jenis Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan
material, merupakan prilaku wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajaknnya dan menaati
ketentuan ketentuan yang. ada, lalu kepatuhan formal adalah prilaku wajib pajak yang
menaati kewajiban perpajakan secara formal dan menaati ketentuaan dan undang undang

perpajakan.

2.2.3 Pajak
Pajak merupakan iuran yang dibayarkan wajib pajak kepada kas negara serta dapat
dipaksakan, Namun hasil dari iuran yang dibayarkan tidak dapat timbale balik dari negara

secara langsung. Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi, 2011) menyatakan bahwa pajak
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merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara
yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, namun bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan
dapat dipaksakan, serta tidak ada timbal balik dari negara secara langsung, hal ini untuk

memelihara kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah suatu unit usaha produktif yang
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disegala sektor
ekonomi (Tambunan, 2011). UMKM telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2008. Terdapat tiga definisi UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 yaitu
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha produktif
yang telah memenuhi kriteria sesuai undang-undang yang dikuasai oleh orang perorangan
atau badan usaha perorangan. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
dikuasai oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi bagian dalam badan
usaha lainnya. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dikuasai oleh
orang perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi bagian dalam badan usaha lainnya
dengan pendapatan bersih yang besar dari hasil penjualan usaha yang sesuai dengan aturan

undang-undang.

2.2.5 Kepatuhan Pajak
Kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dan memenuhi kewajiban

sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang taat dan
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melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Pohan (2014) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak
perpajakannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kriteria wajib pajak yaitu penyampaian surat
pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan sedang diaudit oleh
Akuntan Publik atau lembaga yang berwenang dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
selama 3 tahun berturut turut, tidak dalam keadaan dipidana karena pelanggaran pajak dalam

5 tahun terakhir.

2.2.6 Pemahaman Pajak

Wajib pajak yang mengetahui tentang tata cara dan ketentuan perpajakan akan
berpengaruh pada penerimaan pajak negara. Pemahaman pajak adalah suatu proses ketika
wajib pajak mengetahui dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

lalu menerapkan pemahaman tersebut untuk membayar pajak (Arisandy, 2017).

2.2.7 Kebijakan Pelayanan Fiskus

Pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak cukup menentukan dalam pengambilan
keputusan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak (Murni et al, 2013; dalam Tobing,
2015). Jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak tidak sesuai dengan yang
diharapkan, maka wajib pajak cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak,

namun jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak memuaskan, wajib pajak akan

24



cenderung patuh membayar pajak.

Menurut Nasution (2006) Petugas pajak (fiskus) merupakan mereka yang harus
menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Simpatik, siap membantu, mudah
dihubungi dan jujur dalam bekerja adalah sikap yang sebaiknya dimiliki oleh petugas pajak.
Jika sikap tersebut tidak dimiliki petugas pajak, maka akan sulit menumbuhkan kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.8 Sanksi Pajak

Menurut Undang-Undang Tahun 2007 terdapat dua macam sanksi pajak yaitu sanksi
administrasi dan sansi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan,
besarnya mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200%. Sanksi pidana adalah
hukuman yang melibatkan fisik, dapat berupa pidana atau kurungan. Hal ini diharapkan dapat
mrningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajaknnya. Sanksi
dapat diartikan sebagai hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaan terhadap peraturan
yang berlaku. Hukuman tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan menyimpang yang
telah dilakukan. Menurut Maharani (2015) Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa
peraturan perpajakan akan ditaati oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi pajak

diberikan sebagai alat pencegah untuk wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

2.2.9 Tax Amnesty
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak berisi bahwa
Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara
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mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah :

Wajib Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU

Pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

a)  Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan
pembangunan.

b)  Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang
antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai
tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

c) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan
serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
dan
Subyek yang tidak mendapatkan pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang:

a)  Sedang dalam proses hukuman pidana,atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

b)  Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh
Kejaksaan
Jenis pajak yang menjadi obyek pengampunan pajak adalah ( Pasal 4 UU Pengampunan

Pajak):

a) Pajak Penghasilan (PPh),
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b)  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

c) PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa),

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.3.9 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut penelitian yang dilakukan Dewi dan Sumaryanto (2019) Pemahaman wajib
pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan dan
mengaplikasikannya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Khodijah et al (2021) menunjukan bahwa Pemahaman Pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak UMKM akan
meningkat ketika wajib pajak paham akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.
Pemahaman pajak adalah penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak
dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, teori yang relevan dengan
pemahaman pajak adalah teori atribusi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan
(2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et
al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih
et al (2020).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H1 = Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak
UMKM
2.3.2 Kebijakan Pelayanan Fiskus

Kebijakan pelayanan fiskus adalah kualitas pelayanan dari aparat pajak dalam melayani
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wajib pajak, semakin memuaskan pelayanan yang diberikan maka akan mempengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Pelayanan fiskus yang
berkualitas dan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan akan menjadi dorongan bagi wajib
pajak UMKM untuk menaati dan mematuhi kewajiban perpajakan karena merasa terbantu
dan dimudahkan dalam urusan perpajakannya (Marjan, 2014) dalam Siahaan et al (2018).
Kebihakan pelayanan fiskus relevan dengan teori atribusi. Hal ini karena kebijakan
pelayanan fiskus adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh pada persepsi wajib
pajak ketika menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Kualitas Layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Khodijah et al
(2021). Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021),
Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al
(2013).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H2 = Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

UMKM

2.3.3 Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah suatu aturan yang digunakan untuk mencegah wajib pajak
melakukan pelanggaran pajak. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Menurut Asfa dan Meiranto (2017) semakin tinggi sanksi yang diberlakukan, maka
semakin peduli pula wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan
terjadi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang melakukan pelanggaran

terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak diberikan hukunab sesuai dengan kebijakan
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dan undang-undang perpajakan Aprilliyana (2017). Hal ini dapat mencegah wajib pajak
UMKM melakukan pelanggaran perpajakan.

Penelitian yang dilakukan olen Mubarokah et al (2020), Areo et al (2020),
Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar (2019), menunjukan
bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H3 = Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

UMKM

2.3.4 Tax Amnesty

Tax amnesty merpakan kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai perpajakan untuk
memberikan pengampunan_pajak pada wajib pajak (Waluyo, 2017). Pengampunan ini
diberlakukan kepada wajib-pajak yang mengungkapkan hartanya dan membayar tebusan,
sehingga ia terbebas dari pajak terutang dan bebas dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Penetapan kebijakan tax amnesty diharapkan dapat menarik dana masyarakt yang berada di
perbankan luar negeri. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana &
Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018), Tiswiyanti et al (2020).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H4 = Tax Amnesty berpegaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

UMKM

2.3.5 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

dimoderasi oleh Preferensi Risiko
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Berdasarkan teori kepatuhan, wajib pajak UMKM akan menaati dan memenuhi
peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman pajak.
Namun berdasarkan teori atribusi, pemahaman pajak merupakan faktor internal yang berasal
dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan Preferensi dapat memperkuat atau
memperlemah hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak. Dalam menghadapi
risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus mengambil keputusan untuk menghadapi suatu
risiko. Ketika wajib pajak memiliki masalah dalam kehidupan sosial, seperti kurang
informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H5 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak dan

Kepatuhan Pajak UMKM

2.3.6 Pengaruh Kebijakan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Kebijakan Pelayanan Fiskus merupakan kebijakan mengenai upaya petugas pajak
dalam membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak
cenderung akan menaati pajak apabila memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi, namun
jika rendahnya tingkat preferensi risiko maka cenderung tidak menaati kewajiban
perpajakannya (Subekti, 2016).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H6 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kebijakan Pelayanan Fiskus

dan Kepatuhan Pajak UMKM
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2.3.7 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh

Preferensi Risiko

Sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran
norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Wajib pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban
perpajakannya karena sanksi tersebut dapat merugikan wajib pajak. Semakin beratnya
hukuman akan merugikan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko wajib pajak yang tinggi cenderung akan
membuat wajib pajak taat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H7 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Sanksi Pajak dan Kepatuhan

Pajak UMKM

2.3.8 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi

oleh Preferensi Risiko

Tax Amnesty yaitu pengampunan pajak yang diberikan pada wajib pajak berupa
keringanan waktu yang terbatas pada kelompok pembayaran pajak tertentu, yang digunakan
untuk melunasi sejumlah tertentu dalam periode yang telah ditentukan, hal ini terkait dengan
masa pajak sebelumnya atau periode tertentu yang terbebas dari sanksi pidana (Rahayu,
2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019) menunjukan
bahwa preferensi risiko memperkuat hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan wajib
pajak.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:
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H8 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Tax Amnesty dan Kepatuhan

Pajak UMKM
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2.4 KERANGKA PENELITIAN

Variabel Independen

Gambar 2.4 : Kerangka Penelitian

Pemahaman Pajak

T

Kualitas Pelayanan
Fiskus

Variabel Dependen

Sanksi Pajak

Kepatuhan Pajak

/.7"

Tax Amnesty

/

Preferensi Risiko

Variabel Moderasi

33



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki
kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi yang diambil ialah Wajib Pajak Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Yogyakarta.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Convenience Sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk
memilih sampel dengan berdasarkan kebetulan yang ada. Anggota populasi merupakan
responden yang dijumpai dan responden tersebut bersedia dalam membantu penelitian ini.
Data primer merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengambilan data

dilakukan dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan tertulis.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel independen, dependen dan
moderasi. Variabel independen adalah Pemahaman Pajak, variabel kedua adalah Kebijakan
Pelayanan Fiskus, variabel ketiga adalah Sanksi Pajak dan variabel keempat adalah Tax
Amnesty. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM adalah variabel dependen dan Preferensi

Risiko adalah variabel moderasi.
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3.2.1 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (YY)

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi
seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun
35egative35I35ive (Santoso, 2008). Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a)  Melaporkan SPT dengan tepat waktu
b)  Membayar pajak dengan tepat waktu
c) Melakukan pengisian formulir SPT dengan benar

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan
dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1
yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang
akan diambil akan menggunakan penilaian kepatuhan pajak wajib pajak UMKM pada

penelitian Lalisu (2021).

3.2.2 Pemahaman Pajak (X1)

Menurut Kiryanto (2000) Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses ketika
wajib pajak memahami mengenai perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut
untuk membayar pajak. Indikator pemahaman pajak yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a)  Memiliki pengalaman mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan
b)  Wajib pajak menggunakan 35egati sesuai dengan ketentuan pajak

c) Perhitungan jumlah terutang dilakukan oleh Wajib Pajak
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d)  Wajib pajak mengetahui informasi terkini mengenai pajak

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan
dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1
yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang
akan diambil akan menggunakan penilaian pemahaman pajak UMKM pada penelitian Lalisu

(2021).

3.2.3 Kebijakan Pelayanan Fiskus (X2)

Upaya yang dilakukan petugas pajak untuk memberikan pelayanan secara maksimal
agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak merupakan kualitas
pelayanan fiskus (Mutia, 2014). Indikator kebijakan pelayanan fiskus yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a)  Petugas fiskus menjelaskan atas pertanyaan wajib pajak
b)  Petugas fiskus menanggapi keluhan wajib pajak
c) Petugas fiskus memberikan edukasi mengenai prosedur dan tata cara perpajakan

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan
dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1
yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang
akan diambil akan menggunakan penilaian kebijakan pelayanan fiskus pada penelitian

Hanindyari (2018).

3.2.4 Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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(norma perpajakan) yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan (Mardismo, 2011). Indikator sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a)  Sanksi diberikan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak

b)  Sanksi diberikan pada pelanggar pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

c)  Sanksi pajak diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d)  Sanksi digunakan untuk menciptakan wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak
Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan

dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1

yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang

akan diambil akan menggunakan penilaian sanksi pajak ada penelitian Arum (2012).

3.2.5 Tax Amnesty (X4)

Tax amnesty adalah hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak.
Wajib pajak yang mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dari pengampunan
pajak (Prastowo, 2016). Indikator tax amnesty pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Patuh Terhadap Kewajiban Administratif
b) Patuh Terhadap Ketentuan Material dan Yuridis Formal Perpajakan,
c) Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan
dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1
yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang

akan diambil akan menggunakan penilaian tax amnesty ada penelitian Dwiatmono (2018).
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3.2.6 Variabel Moderasi (X5)

Preferensi risiko adalah salah satu kriteria individu yang akan berpengaruh pada
prilakunya (Sitkin & Pablo, 1992). Variabel preferensi risiko adalah variabel yang digunakan
dalam penelitian ini. Keputusan Wajib Pajak individu bisa dipengaruhi oleh sikap mereka
dalam menghadapi risiko (Torgler , 2003) dalam (Syamsudin, 2014).

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan
dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1
yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang
akan diambil akan menggunakan penilaian preferensi risiko yang ada pada penelitian Inggrid

Indraswari (2019).

3.3 ALAT STATISTIK
3.3.1 Statistk Deskriptif

Statistic deskripitif akan digunakan pada penelitian ini untuk menggambarkan
mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dari masing-masing variabel yaitu nilai rata-
rata, jumlah sampel, nilai minimum, standar deviasi, nilai maksimum (Ghozali, 2013). Nilai
tertinggi dari data yang digunakan disebut nilai maksimum, serta nilai terendah yang
digunakan disebut nilai minimum. Nilai yang digunakan untuk mengukur besar data tersebar

dalam penelitian adalah standar deviasi.

3.3.2 Uji Validitas
Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk mengukur validitas suatu kuesioner.

Menurut Ghozali (2014) valid atau sahih nya suatu kuesioner ditentukam apabila pertanyaan
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pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner

tersebut.

3.3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari variabel
atau konstruk. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas dengan melihat cronbach alpha dan
nilai composite reliability. Nilai composite reliability dan cronbach alpha dalam penelitian ini

adalah > 0,60 yang berarti dapat dikatakan andal.

3.3.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji moderated regression
khusus regresi linear berganda. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi. Persamaan regresi linear
berganda berisi perkalian antara dua variabel independen atau lebih. Rumus uji moderated
regression analysis adalah sebagai berikut:

Y = a + B1PM + B2KPF +B3SP + B4TA + B5SPM.PR + B6KPF.PR + p7SP.PR + PSTA.PR +
e

Keterangan:

e : Standar error

PM : Pemahaman Pajak

B1-8 : Koefisien regresi

TA : Tax Amnesty

KPF: Kebijakan Pelayanan Fiskus
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o : Konstanta
PR : Preferensi Risiko
Y : Kepatuhan Pajak WP UMKM

SP : Sanksi Pajak

Kriteria moderasi suatu penelitian adalah sebagai berikut:

a) Moderasi semu akan berlaku ketika sig. < 0,05 dari hasil uji variabel moderasi. Serta
hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah sig. < 0,05
(Quasi Moderator)

b)  Moderasi semu akan berlaku ketika sig. > 0,05 dari-hasil uji variabel moderasi. Serta
hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah sig. < 0,05
(Purei Moderator)

c) Moderasi semu akan berlaku ketika sig. < 0,05 dari hasil uji variabel moderasi. Serta
hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah sig. > 0,05
(Predictor Moderasi Variabel)

d) Moderasi semu akan berlaku ketika sig. > 0,05 dari hasil uji variabel moderasi. Serta
hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah sig. > 0,05

(Homogeniser Moderator)

3.3.5 Pengujian Hipotesis
3.3.5.1 Pemahaman Pajak
Hol ; B1<0 : Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib

Pajak UMKM
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HAT1 ; B1>0 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

UMKM

1.3.5.2 Kebijakan Pelayanan Fiskus

Ho2 ; B2<0 : Kebijakan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan
Pajak Wajib Pajak UMKM

HA2 ; p2>0 : Kebijakan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak UMKM

1.3.5.3 Sanksi Pajak

Ho3 ; B3<0 : Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak
UMKM

HA3 ; B3>0 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

UMKM

1.3.5.4 Tax Amnesty

Ho4 ; B4<0 : Tax Amnesty tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak
UMKM

HA4 ; p4>0 : Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

UMKM

1.3.5.5 Preferensi Risiko

Ho5 ; B5<0 : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman
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Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
HAS ; B5>0 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman Pajak

dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Ho6 ; B6<0 : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Kebijakan
Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
HAG6 ; B6>0 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Kebijakan Pelayanan

Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Ho7 ; B7<0 : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Sanksi Pajak
dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
HA7 ; B7>0 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Sanksi Pajak dan

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Ho8 ; B8<0 : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Tax Amnesty
dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
HAS8 ; B8>0 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Tax Amnesty dan

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
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BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menunjukan hasil dari analisis yang telah dilakukan serta
pembahasannya. Penelitian ini akan menganalisis data dan menganalisanya sesuai dengan
rumus hipotesis pada bab 2 agar dapat diketahui apakah hipotesis tersebut diterima atau
tidak.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner sesuai yang
telah dijelaskan pada bab 3. Pada penelitian ini akan membutuhkan Wajib Pajak sektor
UMKM di Kota Yogyakarta sebagai responden. Jumlah kuesioner adalah sebanyak 220

lembar yang disebar sejak tanggal 22 Desember — 14 Januari 2022 dalam renyamh waltu 23

hari.
Tabel 4.1 : Hasil Pengumpulan Data
Keterangan Jumlah Persentase
Kuesioner yang disebar 220 100%
Kuesioner yang kembali 210 95%
Kuesioner yang tidak kembali 10 5%
Kuesioner yang dapat diolah 210 95%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

4.2 Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
Responden berjumlah 210 orang. 210 kuesioner telah diisi secara benar dan lengkap sehingga

data nyadapat diolah. Karakteristik yang digunakan terdiri dari usia, jenis kelamin,
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pendidikan terakhir, lama usaha didirikan dan omzet per bulan. Karakteristik responden yang
mengisi kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2 : Persentase Umur Responden

Usia Jumlah Persentase
<20 9 4%

21— 30 Tahun 107 51%

31- 40 Tahun 71 34%

41— 50 Tahun 13 6%

>50 Tahun 10 5%

Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.2, diketahui bahwa responden terbanyak
adalah responden dengan umur 21-30 tahun yaitu sebanyak 107 orang atau 51%. Lalu pada
usia 31-40 tahun diketahui berjumlah 71 orang atau 34%. Setelah itu pada usia 41-50 tahun
berjumlah 13 orang atau 6%. Pada usia > 50 tahun berjumlah 10 orang responden atau
5%.Sedangkan pada usia < 20 tahun berjumlah 9 orang atau 4%.. Hal ini menunjukan bahwa
sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini berumur sekitar 21 tahun — 30 tahun

yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 : Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 148 70%
Perempuan 62 30%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam table 4.3,

diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu
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berjumlah 148 responden atau 70%. Sedangkan pada responden berjenis kelamin perempuan
berjumlah 62 orang atau 30%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden yang
mengisi kuesioner ini berjenis kelamin laki-laki yang merupakan pelaku UMKM di

Yogyakarta.

3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4 : Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Jumlah Persentase
Terakhir
SD 2 0,95%
SMP 15 7,14%
SMA 83 39,52%
S1 103 49,04%
S2 6 2,86%
S3 1 0,48%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.4, diketahui bahwa responden terbanyak
adalah responden dengan pendidikan terkahir Slyaitu sebanyak 103 orang atau 49%. Lalu
responden dengan pendidikan terakhir SMA diketahui berjumlah 83 orang atau 40%. Setelah
itu responden dengan pendidikan terakhir SMP berjumlah 15 orang atau 7%. Responden
dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 6 orang responden atau 3%.Sedangkan responden
dengan pendidikan terakhir SD berjumlah 2 orang atau 0,5% dan responden dengan
pendidikan terakhir S3 berjumlah 1 atau 0,5%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar
responden yang mengisi kuesioner ini yang berpendidikan terakhir S1 yang merupakan

pelaku UMKM di Yogyakarta.
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4.  Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan

Tabel 4.5 : Persentase Lama Usaha Didirikan Responden

Lama Usaha Jumlah Persentase
< 2 Tahun 73 35%
2 —4 Tahun 78 37%
4 — 6 Tahun 30 14%
6 — 8 Tahun 11 5%
> 8 Tahun 18 9%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.5, diketahui bahwa responden yang lama
mendirikan usahanya selama 2-4 tahun merupakan responden terbanyak, jumlah responden
ini adalah sebanyak 78 orang atau 37%. Lalu responden dengan lama usaha didirikan < 2
tahun diketahui berjumlah 73 orang atau 35%. Setelah responden dengan lama usaha
didirikan 4-6 tahun berjumlah 30 orang atau 14%. Responden dengan lama usaha didirikan >
8 tahun berjumlah 18 orang responden atau 9%.Sedangkan pada responden dengan lama
usaha didirikan 6-8 tahun berjumlah 11 orang atau 5%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian
besar responden yang mengisi kuesioner ini mendirikan usaha selama 2-4 tahun yang

merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Perbulan

Tabel 4.6 : Persentase Omzet Perbulan Responden

Omzet/Bulan (Rp) Jumlah Persentase
< 2.000.000 13 6%
2.000.0000 — 5.000.000 70 33%
5.000.000 — 10.000.000 87 42%
10.000.000 — 15.000.000 31 15%
15.000.000 — 20.000.000 5 2%
>20.000.000 4 2%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
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Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam tabel 4.6,
diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan omzet Rp. 5.000.000 — Rp.
10.000.000 yaitu sebanyak 87 orang atau 42%. Lalu pada omzet Rp. 2.000.000 — Rp.
5,000,000 diketahui berjumlah 70 orang atau 33%. Setelah itu pada omzet Rp. 10.000.000 —
Rp. 15.000.000 berjumlah 31 orang atau 15%. Pada omzet < Rp. 2.000.000 berjumlah 13
orang responden atau 6%.Sedangkan pada omzet Rp. 15.000.000 — Rp. 20.000.000 berjumlah
5 orang atau 2% dan omzet > Rp. 20.000.000 berjumlah 4 orang atau 2%. Hal ini
menunjukan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden

yang umurnya sekitar 21 tahun — 30 tahun yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Dalam Usaha

Tabel 4.7 : Persantase Jabatan Dalam Usaha Responden

Jabatan Jumlah Persentase
Pemilik/Manager 136 65%
Karyawan 74 35%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam tabel 4.7,
diketahui bahwa responden  terbanyak adalah responden dengan jabatan sebagai
pemilik/manager yaitu sebanyak 136 orang atau 65%.Sedangkan responden dengan jabatan
usaha sebagai karyawan berjumlah 74 orang atau 35%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian
besar responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan jabatan usaha sebagai

pemilik/manager yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.
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7.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Tabel 4.8 : Persentase Jumlah Karyawan Responden

Jumlah Karyawan Jumlah Persentase
<3 Orang 131 62%
4 Orang — 6 Orang 53 25%
7 Orang — 9 Orang 18 9%
> 9 Orang 8 4%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam tabel 4.8,
diketahui bahwa responden  terbanyak adalah responden dengan karyawan berjumlah < 3
orang yaitu sebanyak 131 orang atau 62%. Lalu dengan jumlah karyawan sebanyak 4-6 orang
diketahui berjumlah 53 orang atau 25%. Setelah itu jumlah karyawan sebanyak 7-9 orang
berjumlah 18 orang atau 9%. Responden dengan jumlah karyawan > 9 orang yaitu sebanyak
8 orang responden atau 4%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden yang

mengisi kuesioner ini jumlah karyawannya sebanyak < 3 orang yang merupakan pelaku

UMKM di Yogyakarta.

4.3 Statistik Responden

Penelitian ini menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata rata dan standar
deviasi untuk mendeskripsikan keadaan-keadaan yang ada dalam penelitian ini pada tiap
variabel. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif yang

bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel secara statistik.
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Tabel 4.9 : Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

N Min | Max Mean Std. Deviation
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 210 1 4 3.11 0.76
UMKM (Y)
Pemahaman Pajak (X1) 210 1 4 3.02 0.62
Sanksi Pajak (X2) 210 1 4 3.02 0.58
Kebijakan Pelayanan Fiskus 210 1 4 3.19 0.67
(X3)

Tax Amnesty (X4) 210 1 4 3.11 0.63
Preferensi Risiko (X5) 210 1 4 3.09 0.64

Sumber: Hasil penelitian, 2022
Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.9 di atas, kesimpulan deskripsi masing-
masing variabel adalah sebagai berikut:
1.  Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (YY)

» Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 1 merupakan penilaian terendah dari jawaban atas
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

= Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi jawaban atas
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

» Besarnya nilai rata-rata adalah 3.11. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.11.

= Standar deviasi adalah sebesar 0.76 yang menunjukan bahwa sebesar 0,76
penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM total 210
responden.

2. Pemahaman Pajak (X1)
»= Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari

keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas
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kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

= Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi jawaban atas
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

» Besarnya nilai rata-rata adalah 3.02. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.02.

= Standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.62 yang menunjukan
bahwa sebesar 0,62 penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak
UMKM vyaitu total 210 responden.

3. Sanksi Pajak (X2)

» Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini-dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

= Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini_dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 4 adalah pemberian tertinggi dari penilaian atas
jawaban kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

= Besarnya nilai rata-rata adalah 3.02. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.02.

= Standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.58 yang menunjukan
bahwa sebesar 0,58 penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak
UMKM dari total 210 responden.

4.  Kebijakan Pelayanan Fiskus (X3)

= Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
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keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian tersendah dari jawaban atas
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi dari jawaban atas
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Besarnya nilai rata-rata adalah 3.19. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.19.

Sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.67 yang
menunjukan bahwa terdapat sebesar 0,67 penyebaran data dari variabel

kepatuhan wajib pajak UMKM dari total 210 responden.

5. Tax Amnesty (X4)

Besarnya nilai_minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 4 adalah pemberian penilaian tertinggi jawaban
atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Besarnya nilai rata-rata adalah 3.11. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.11.

Sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.63 yang berarti
bahwa penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu

sebesar 0.63 dari total 210 responden.

6.  Preferensi Risiko (X5)
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Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan dari keseluruhan
responden, nilai 1 adalah penilaian terendah jawaban atas kepatuhan pajak wajib
pajak UMKM.

Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi dari jawaban atas
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Besarnya nilai rata-rata adalah 3.09. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari
keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.09.

Sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.64 yang berarti
bahwa penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM vyaitu

sebesar 0.64 dari total 210 responden.

4.4 Uji Validitas

Menurut metode PLS, terdapat dua tahap dalam melakukan pengujian validitas

indikator refleksif, yaitu pengujian convergent validity yang melakukan uji validitas dengan

menggunakan loading factor ‘masing-masing konstruk. Sedangkan tahap kedua vyaitu

discriminant validity yang melakukan uji validitas berdasarkan perbandingan.

Convergent Validity

Nilai outer loading diuji menggunakan convergent validity, dimana indikator dapat

dinyatakan memenuhi vonvergent validity apabila nilai outer loadings > 0,7. Maka indikator

tersebut dapat dikatakan baik.
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Tabel 4.10 : Nilai Outer Loadings Iterasi Pertama

Kepatuhan | Kualitas Pemahaman | Preferensi | Sanksi | Tax
Pajak Pelayaanan | Pajak Resiko Pajak | Amnesty
Fiskus

M.2 0,723
M.3 0,813
M.4 0,760
X1.1 0,819
X1.2 0,844
X1.3 0,746
X1.4 0,742
X1.5 0,733
X2.1 0,796
X2.2 0,848
X2.3 0,710
X2.4 0,839
X2.5 0,794
X3.1 0,864
X3.2 0,866
X3.3 0,890
X3.4 0,883
X4.1 0,833
X4.2 0,836
X4.3 0,867
X4.4 0,863
X4.5 0,843
Y.l 0,834
Y.2 0,795
Y.3 0,842
Y.4 0,859
Y.5 0,869

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Data ini diolah menggunakan aplikasi Smart PLS. Berdasarkan tabel 4.10 menunjukan
bahwa indikiator variabel-variabel pada penelitian ini telah memiliki outer loadings yang
valid. Outer loadings dikatakan valid apabila > 0,7 sehingga yang nilainya dibawah 0,7 harus

dieliminasi.
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Tabel 4.11 : Nilai Outer Loadings Iterasi Kedua

Kepatuhan
Pajak

Kualitas
Pelayaanan
Fiskus

Pemahaman
Pajak

Preferensi
Resiko

Sanksi
Pajak

Tax
Amnesty

M.2

0,775

M.3

0,836

M.4

0,815

X1.1

0,819

X1.2

0,844

X1.3

0,746

X1.4

0,742

X1.5

0,733

X2.1

0,796

X2.2

0,848

X2.3

0,710

X2.4

0,839

X2.5

0,794

X3.1

0,864

X3.2

0,866

X3.3

0,890

X3.4

0,883

X4.1

0,833

X4.2

0,836

X4.3

0,867

X4.4

0,863

X4.5

0,843

Y.l

0,834

Y.2

0,795

Y.3

0,842

Y.4

0,859

Y.5

0,869

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Dari tabel 4.11 menunjukan bahwa masing-masing indikator dari seluruh nilai loading
factor dalam variabel bernilai > 0,7. Hal ini berarti seluruh indikator variabel Pemahaman

Pajak (X1) telah valid dan sesuai dengan kriteria convergent validity.
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b. Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk mengetahui nilai cross loading harus lebih
besar dari 0,70 pada setiap variabel. Data dapat dikatakan valid apabila memiliki loading
factor tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan dengan loading factor pada konstruk
lain. Nilai AVE juga dapat digunakan untuk membandingkan loading factor, nilai ave yang
direkomendasikan adalah > 0,50.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.12, dapat diketahui bahwa loading
factor pada indikator X1 lebih tinggi daripada konstruk lainnya. Hal ini serupa dengan
indikator lainnya. Maka kontrak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik

daripada indikator blok lainnya.

Tabel 4.12
Cross Loading
PR PR-PP | PR-KPF | PP-SP | PP-TA | PP KPF | SP TA Y
PR1 0.775 -0.170 -0.232 | -0.245 -0.259 0.552 0.458 0.413 0.372 0.455
PR2 0.836 -0.290 -0.361 | -0.364 -0.375 0.601 0.521 0.490 0.464 0.443
PR3 0.815 -0.357 -0.393 | -0.390 -0.389 0.616 0.522 0.519 0.548 0.500
PR*PP -0.340 1.000 0.898 | 0.878 0.855 -0.587 -0.650 -0.602 -0.670 -0.624
PP1 0.559 -0.500 -0.551| -0.539 -0.569 0.819 0.648 0.563 0.560 0.643
PP2 0.586 -0.485 -0.537 | -0.512 -0.536 0.844 0.644 0.552 0.559 0.661
PP3 0.695 -0.289 -0.330 | -0.337 -0.348 0.746 0.605 0.551 0.497 0.496
PP4 0.513 -0.528 -0.556 | -0.525 -0.538 0.742 0.579 0.571 0.642 0.581
PP5 0.511 -0.455 -0.491 | -0.444 -0.475 0.733 0.610 0.559 0.553 0.566
PR*KPF -0.408 0.898 1.000 | 0.876 0.909 -0.641 -0.619 -0.634 -0.657 -0.631
KPF1 0.560 -0.562 -0.519 | -0.545 -0.543 0.680 0.796 0.548 0.587 0.618
KPF2 0.512 -0.572 -0.539 | -0.570 -0.551 0.648 0.848 0.514 0.593 0.618
KPF3 0.520 -0.419 -0.398 | -0.437 -0.435 0.594 0.710 0.557 0.585 0.502
KPF4 0.496 -0.499 -0.517 | -0.532 -0.499 0.628 0.839 0.510 0.604 0.616
KPF5 0.393 -0.532 -0.486 | -0.519 -0.507 0.617 0.794 0.470 0.565 0.603
PR*SP -0.414 0.878 0.876 | 1.000 0.944 -0.612 -0.654 -0.594 -0.692 -0.620
SP1 0.468 -0.569 -0.613 | -0.556 -0.618 0.610 0.576 0.864 0.695 0.640
SP2 0.518 -0.458 -0.468 | -0.455 -0.494 0.601 0.552 0.866 0.709 0.658
SP3 0.515 -0.547 -0.581 | -0.525 -0.584 0.650 0.576 0.890 0.735 0.638
SP4 0.558 -0.538 -0.563 | -0.546 -0.583 0.649 0.565 0.883 0.745 0.632
PR*TA -0.423 0.855 0.909 | 0.944 1.000 -0.640 -0.637 -0.650 -0.662 -0.611
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TA1l 0.468 | -0.569 -0.613 | -0.556 | -0.618 0.610 0.576 0.864 0.695 0.640
TA2 0.518 | -0.458 -0.468 | -0.455 | -0.494 0.601 0.552 0.866 0.709 0.658
TA3 0.515| -0.547 -0.581 | -0.525 | -0.584 0.650 0.576 0.890 0.735 0.638
TA4 0.558 | -0.538 -0.563 | -0.546 | -0.583 0.649 0.565 0.883 0.745 0.632
Y1 0.411| -0.537 -0.557 | -0.536 | -0.542 0.653 0.606 0.612 0.642 0.834
Y2 0.516 | -0.456 -0.437 | -0.437 | -0.412 0.642 0.620 0.614 0.634 0.795
Y3 0.509 | -0.520 -0.528 | -0.530 | -0.509 0.624 0.637 0.609 0.610 0.842
Y4 0.510 | -0.538 -0.560 | -0.552 | -0.552 0.647 0.616 0.603 0.563 0.859
Y5 0.482 | -0.570 -0.568 | -0.550 | -0.550 0.635 0.639 0.641 0.596 0.869

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : PP = Pemahaman Pajak, KPF = Kebijakan
Pelayanan Fiskus, SP = Sanksi Pajak, TA = Tax Amnesty, PR = Preferensi Risiko, Y =
Kepatuhan Pajak WP UMKM

4.5 Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan reliabilitas indikator yang ditentukan dari nilai composite
reliability dan cronbach’s alpha untuk setiap blok indikator. Nilai yang masih dapat diterima
pada Rule of thumb nilai apha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7, walaupun
nilai 0,6 masih dapat digunakan (Ghazali, 2016). Evaluasi outer model dilakukan dengan
pengujian yang memperhatikan reliabilitas konstruk variabel laten yang diukur menggunakan
dua macam ukuran yaitu composite reliability dan cronbach alpha dari blok indikator yang
mengukur konstruk. Dalam mengukur konstruk, dapat dikatakan reliable apabila nilai
composite reliability yang diperoleh besarnya diatas 0,70 (Imam Ghozali, 2016). Hasil dari
output model dari composite reliability adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 : Nilai Composite Reliability

) Composite Cronbach’s
Variabel ~ Syarat Syarat Keterangan
Reliability Alpha

Kepatuhan Pajak 0,923 >0,6 0,895 >0,7 Reliabel
Kualitas Pelayaanan

_ 0,898 >0,6 0,857 >0,7 Reliabel
Fiskus
Pemahaman Pajak 0,884 >0,6 0,837 >0,7 Reliabel
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Preferensi Resiko 0,850 > 0,6 0,736 >0,7 Reliabel
Sanksi Pajak 0,929 > 0,6 0,899 >0,7 Reliabel
Tax Amnesty 0,928 >0,6 0,903 >0,7 Reliabel

Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.13, menunjukan bahwa semua variabel
penelitian memiliki nilai composite realibility > 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
masing-masing variabel telah sesuai dengan syarat composite realibility. Dari hasil tersebut
menunjukan bahwa model penelitian telah memenuhi nilai dari composite reliability.Variabel
penelitian ini menghasilkan nilai cronbach alpha > 0,7. Dapat disimpulkan bahwa nilai
cronbach alpha telah memenuhi persyaratan dari masing-masing variabel, serta model pada
tabel 4.13 telah memenuhi kriteria reliabilitas dan menjadi alat ukur yang dapat dipercaya

dan handal.

4.6 Pengujian Model Measurement (Outer Model)

Outer model mampu menspesifikasikan hubungan indikator-indikator dengan variabel
laten. Teknik yang digunakan untuk pengujian outer model adalah Confirmatory Factor
Analysis (CFA). Kriteria validitas yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan model
indikator refleksif yang diukur menggunakan convergent validity dan discriminant validity.
Nilai loading factor dapat dikatakan memenuhi convergent validity apabila > 0,7, walaupun
nilai 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

ditunjukan nilai > 0,50.
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Gambar 4.1 Skema Outer Model

Sumber: Hasil-analisa menggunakan SmartPLS

4.7. Uji Struktural Model (Inner Model)

Uji struktural model adalah model pengujian yang terdiri dari dua tahap yaitu uji
Koefisien Determinan R Square (R?) yang merupakan. pengujian dengan menghitung
besar variabel laten independen menjelaskan varians dari variabel laten dependen dan uji
hipotesis model penelitian. Uji struktural model merupakan uji jenis dan besaran
pengaruh dari variabel 'laten independen terhadap variabel laten dependen, serta

merupakan spesifikasi hubungan antar variabel laten atau inner relation.
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Gambar 4.2 : Skema Inner Model
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Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS

Nilai koefisien determinasi adalah antara O dan 1. Nilai koefisien determinasi (R?)

mendekati nilai 1. Koefisien determinasi dapat dilihat dengan melakukan evaluasi inner

model untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi

variabel dependen.

Tabel 4.14 : Nilai R-Square

Variabel Independen Variabel Dependen

Square

Pemahaman Pajak, Kualitas
Pelayanan Fiskus, Sanksi )

. Kepatuhan Pajak
Pajak, Tax Amnesty,

Preferensi Resiko

0,702

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa nilai R-Square
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untuk pengaruh antara Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax
Amnesty, dan Preferensi Resiko terhadap Kepatuhan Pajak adalah 0,702. Perolehan nilai
tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh
Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Preferensi
Resiko sebesar 70,2% dan sisanya sebesar29,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak

diikutsertakan dalam penelitian ini.

4.8. Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan SmartPLS untuk melakukan uji hipotesis, dari nilai t-
statistik pada Path Coefficient dapat dilihat hubungan dari antar variabel dalam penelitian ini.
Nilai t tabel sebesar 1,97 dengan taraf signifikansi (o) sebesar 0,05. Cara yang digunakan
dalam mengambil keputusan yaitu:

- Jika P-Values > 0,05 atau t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.

- Jika P-Values < 0,05 atau t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan aplikasi SmartPLS dapat dilihat pada
Tabel 4.15, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.15 : Result of Inner Weight

Original | Sample | Standard
Sample Mean | Deviation | T Statistics | P
(9)) (M) (STDEV) | (|O/STDEV]) | Values
Kualitas Pelayaanan
Fiskus -> Kepatuhan
Pajak 0,238 0,240 | 0,084 2,834 0,005
M > X4 -> Kepatuhan
Pajak 0,238 0,234 0,118 2,025 0,043
Pemahaman Pajak ->
Kepatuhan Pajak 0,289 0,288 0,087 3,312 0,001
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Sanksi Pajak ->
Kepatuhan Pajak 0,333 0,326 0,097 3,451 0,001

4.12.1 H1 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib
Pajak UMKM
Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak berarti wajib pajak tersebut mengetahui
mengenai peraturan perpajakan dan cara mengaplikasikannya dalam membayar pajak.
Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak yang semakin
tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan-dalam menyelesaikan kewajiban
perpajakannya. Pemahaman pajak adalah penyebab ekternal yang akan mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut teori atribusi. Hal ini didukung
dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan pemahaman pajak dengan
kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang pertama adalah
sebagai berikut:
= Pemahaman pajak dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang searah karena
pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM
secara signifikan. Hal ini dapat menunjukan bahwa semakin wajib pajak UMKM
memiliki pemahaman mengenai pajak, maka tingkat kepatuhan pajak akan
terpengaruh secara signifikan.
= Besarnya nilai T-statistik adalah 3,312, sedangkan nilai T-tabel lebih kecil dari nilai
T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
= Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,289.

= Besarnya nilai probabilitas adalah 0,001, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai
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signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Khodijah et al (2021) yang menunjukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa
wajib pajak yang diberikan pemahaman mengenai pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak UMKM.

4.12.2 H2 : Kebijakan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM

Kebijakan pelayanan. fiskus yang baik dan mampu membantu mengatasi masalah-
masalah yang sering dihadapi wajib pajak UMKM baik mengenai prosedur pelaporan, tata
cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan . kewajiban perpajakannya dapat
meningkatkan kepatuhan - wajibpajak UMKM dalam  menyelesaikan kewajiban
perpajakannya. Menurut teori atribusi kebijakan pelayanan fiskus merupakan penyebab
eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini
didukung dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kebijakan
pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil hipotesis dari hasil pengujian
yang kedua adalah sebagai berikut:

= Kebijakan pelayaan fiskus dan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang searah
karena kebijakan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan
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pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

= Besarnya nilai T-statistik adalah 2,834, sedangkan nilai T-tabel lebih kecil dari nilai
T-statistik yaitu sebesar 1,97.

= Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,238.

= Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,005, nilai signifikan yang telah
ditentukan adalah 0,05 yang lebih besar dari nilai probabilitas.

Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan
yang dilakukan oleh petugas fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mubarokah et al (2020) yang menunjukan bahwa
kebijakan pelayanan dari petugas fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan fiskus dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.12.3 H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Sanksi pajak diberikan pada pelanggar pajak sebagai bentuk hukuman agar tidak
mengulangi perbuatannya, sehingga sanksi pajak tersebut meciptakan peningkatan kepatuhan
wajib pajak. Menurut teori atribusi sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung dengan teori
atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib

pajak UMKM. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang ketiga adalah sebagai berikut:
= Sanksi pajak dan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang searah karena sanksi

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara
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signifikan.

= Besarnya nilai T-statistik adalah 3,451, sedangkan nilai T-label lebih kecil dari nilai
T-statistik yaitu sebesar 1,97.

= Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,333.

= Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,001, sedangkan nilai signifikan
lebih besar, yaitu 0,05.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Mubarokah et al (2020) yang menunjukan bahwa pemahaman
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukan bahwa

sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.12.4 H4 : Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM
Tax amnesty adalah bentuk kebijakan pemerintah mengenai perpajakan untuk
memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak. Pengampunan pajak yang dibuat
pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Menurut teori atribusi tax amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tidak
berpengaruh signifikan. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang keempat adalah sebagai
berikut:
= Tax amnesty dan kepatuhan pajak tidak memiliki hubungan yang searah karena tax
amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara

tidak signifikan.
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= Besarnya nilai T-statistik adalah 0,022, sedangkan nilai T-label lebih besar dari nilai
T-statistik, yaitu sebesar 1,97.

= Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,002.

= Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,983, sedangkan nilai signifikan
lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dapat disimpulkan bahwa tax amnesty tidak
berpengaruh signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak
didukung dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tax amnesty
dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Listyowati et al (2018) yang menunjukan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.12.5 H5 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak dan
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
Wajib pajak menghadapi risiko pada setiap pengambilan keputusan dalam membayar
pajak. Ketika wajib pajak memiliki masalah dalam kehiudpan sosial, seperti kurang
informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak. Hasli hipotesis dari hasil pengujian yang kelima adalah sebagai berikut:
= Preferensi risiko berpengaruh negatf terhadap hubungan pemahaman pajak dan
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.
= Nilai T-tabel sebesar 1,97 lebih besar dari nilai T-statistik yaitu sebesar 0,435.
= Besarnya nilai original sample of estimate adalah -0,035.

= Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,663, sedangkan nilai signifikan lebih
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kecil dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko
tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Hal ini tidak didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk
menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan pemahamn pajak dan kepatuhan wajib
pajak UMKM. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan, preferensi risiko tidak
berpengaruh signifikan terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak

UMKM.

4.12.6 H6 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kebijakan Pelayanan
Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
Wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang rendah cenderung tidak taat dalam
membayar pajak. Maupun sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko
yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk lebih taat dalam membayar pajak. Kebijakan
pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis dari
hasil pengujian yang keenam adalah sebagai berikut:
= Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus
dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.
= Besarnya nilai T-statistik sebesar 1,291, sedangkan nilai T-tabel lebih besar dari nilai
T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
= Besarnya nilai original sample of estimate adalah -0,094.
= Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,197, sedangkan nilai signifikan lebih

kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05.
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Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko
tidak berpengaruh terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak
UMKM. Hal ini tidak didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan
untuk menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan
kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan preferensi risiko
tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan

wajib pajak UMKM.

4.12.7 H7 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Sanksi Pajak dan
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
Tinggi atau rendahnya tingkat preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak cenderung
akan berpengaruh pada ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena wajib pajak
akan merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas. Hal ini dianggap
dapat merugikan wajib pajak, preferensi risiko dapat memperkuat antara sanksi pajak dan
kepatuhan pajak wajib pajak. Sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegah terjadi
pelanggaran pajak oleh wajib pajak. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang ketujuh adalah
sebagai berikut:
= Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan
pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.
= Besarnya nilai T-statistik sebesar 1,465, sedangkan nilai T-tabel lebih besar dari nilai
T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
= Besarnya nilai original sample of estimate adalah -0,187.

= Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,144, sedangkan nilai signifikan
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lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko
tidak berpengaruh terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal
ini tidak didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk
menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak
UMKM. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan preferensi risiko tidak berpengaruh

signifikan terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.12.8 H8 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Tax Amnesty dan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Tax amnesty memberikan kesempatan pengampunan pada wajib pajak berupa
penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, sehingga akan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan preferensi risiko
berpengaruh signifikan terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Hal ini didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk
menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak
UMKM. Hipotesis dari hasil pengujian yang kedelapan adalah sebagai berikut:
= Preferensi risiko berpengaruh positif terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan
pajak wajib pajak UMKM secara signifikan.
= Besarnya nilai T-statistik adalah 2,025, sedangkan nilai T-tabel lebih kecil dari nilai
T-statistik yaitu sebesar 1,97.
= Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,238.

= Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,043, sedangkan nilai signifikan
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lebih besar dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,05.
Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko
berpengaruh signifikan terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa

preferensi risiko memperkuat hubungan positif antara tax amnesty dan kepatuhan pajak.
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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel
pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi dapat
memperkuat hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dari
hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.
2.  Kebijakan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.  Preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh positif signifikan terhadap

hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN
1.  Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM,
diantaranya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada
masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman pajak. Selain itu dilakukan evaluasi dan

memperbaiki sistem kebijakan pelayanan fiskus untuk memberikan pelayanan yang lebih
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baik dan mampu membantu wajib pajak dalam mengatasi masalah-masalah dalam
menyelesaikan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
UMKM. Hal lainnya yang dapat di upayakan pemerintah adalah dengan mempertegas sanksi
kepada pelanggar pajak agar wajib pajak semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya.
Selain itu pemerintah diharapkan dapat melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai tax

amnesty agar wajib pajak UMKM dapat merasakan manfaatnya.

2.  Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman
pajak, mematuhi peraturan perpajakan untuk terhindar -dari sanksi pajak, serta untuk

memanfaatkan tax amnesty.

5.3 KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa keterbatasan, diantara lain yaitu
penelitian ini hanya melakukan riset dalam satu kota. Selain itu teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana hasil penelitian ini kadang tidak sesuai
dengan keadaan sesungguhnya responden.

Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian menjadi
provinsi. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara
secara langsung dengan responden agar data yang dihasilkan sesuai dengan keadaan

sesungguhnya responden.
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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

PERTANYAAN

Identitas Responden :
Berilah tanda centang ((I'T) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama @ oo
Umur:......... Tahun
Jenis Kelamin : [ Laki-Laki
[IPerempuan
Pendidikan Terakhir : CISD Js1
CISMP ]S2
CISMA 1S3

Lama Usaha Didirikan : [J<2 Tahun [16-8 Tahun
[12-4 Tahun [1>8 Tahun
[14-6 Tahun
Omzet Usaha/ Bulan: 1 < Rp.2.000.000
[J Rp.2.000.000 — Rp.5.000.000
[J Rp. 5.000.000 - Rp:10.000.000
[] Rp.10.000.000 — Rp.15.000.000
[] Rp.15.000.000 — Rp.20.000.000 1 >Rp.20.000.000
Jabatan dalam Usaha:  [J'Pemilik / Manajer
[] Karyawan
Jumlah Karyawan : [1<3 Orang
[ ] 4-6 Orang
[]7-9 Orang
[]>9 Orang
Petunjuk Pengisian :

Bapak/Ibu/Saudara/l cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara
memberi centang (IT) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak
Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju
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A. Kepatuhan Wajib Pajak

No | Pernyataan STS | TS SS
1 Saya tepat waktu membayar pajak
2 Saya selalu mengisi SPT dengan benar
3 Saya tepat waktu menyapaikan SPT
4 | Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak
5 | Saya tidak pernah mendapat sanksi administrasi
B. Pemahaman Pajak

No | Pernyataan STS | TS SS
1 Saya paham tentang peraturan perpajakan
2 Saya paham tentang fungsi pajak
3 Saya paham tentang cara perhitungan pajak
4 Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar
5 Ketidakpatuhan pajak merupakan Tindakan yang melanggar

etika

C. Kebijakan Pelayanan Fiskus

No | Pernyataan STS | TS SS
1 Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan

pelayanan perpajakan
2 Dalam memberikan pelayanan, petugas memperhatikan

kecepatan proses pelayanan dan kesesuaian prosedur
3 Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu

pemahaman Bapak/lbu mengenai kewajiban dan hak selaku
Wajib Pajak
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4 Petugas cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan Wajib
Pajak

5 Petugas memberikan pelayanan perpajakan sampai tuntas
Jika mengalami kesulitan, saya bisa dengan mudah
menghubungi kantor pajak

D. Sanksi Pajak

No | Pernyataan STS | TS SS

1 | Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakan

2 Pengenaan sanksi harus dilaksanakan harus dilaksanakan dengan
tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan

3 Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan
besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan

4 | Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku

E. Tax Amnesty

No | Pernyataan STS | TS SS

1 Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak (tax
amnesty)

2 Pengampunan pajak memberikan kebijakan penghapusan pajak
yang seharusnya terhutang

3 Kebijakan pengampunan pajak merupakan peluang untuk
mendapatkan keringanan dalam perpajakan dengan membayar
uang tebusan

4 Pengampunan pajak dilaksanakan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta

5 Pengampunan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan

penerimaan pajak Negara
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F. Preferensi Risiko

No

Pernyataan

STS

TS

SS

Risiko Keuangan

Wajib Pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak.

Risiko Kesehatan

Wajib Pajak memiliki penyakit kronis mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak.

Risiko Sosial

Hubungan antara wajib pajak satu dengan petugas pajak/fiskus

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Risiko Pekerjaan

Wajb pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap/ honorer wajib

melaporkan pajak .

Risiko Keselamatan

Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang

sebagai wajib pajak
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Variabel Independen

LAMPIRAN 2
KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.4 : Kerangka Penelitian

Pemahaman Pajak

.

Kualitas Pelayanan
Fiskus

Variabel Dependen

Sanksi Pajak

Kepatuhan Pajak

I, St
—— /'/

Tax Amnesty

/

Preferensi Risiko

Variabel Moderasi
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LAMPIRAN 3

HASIL ANALISIS DATA

Tabel 4.1 : Hasil Pengumpulan Data

Keterangan Jumlah Persentase
Kuesioner yang disebar 220 100%
Kuesioner yang kembali 210 95%
Kuesioner yang tidak kembali 10 5%
Kuesioner yang dapat diolah 210 95%

Sumber:

Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.2 : Persentase Umur Responden

Usia Jumlah Persentase
<20 9 4%

21- 30 Tahun 107 51%
31-40 Tahun 71 34%

41- 50 Tahun 13 6%

>50 Tahun 10 5%

Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.3 : Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 148 70%
Perempuan 62 30%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.4 : Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Jumlah Persentase
Terakhir
SD 2 0,95%
SMP 15 7,14%
SMA 83 39,52%
S1 103 49,04%
S2 6 2,86%
S3 1 0,48%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
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Tabel 4.5 : Persentase Lama Usaha Didirikan Responden

Lama Usaha Jumlah Persentase
< 2 Tahun 73 35%
2 — 4 Tahun 78 37%
4 — 6 Tahun 30 14%
6 — 8 Tahun 11 5%
> 8 Tahun 18 9%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.6 : Persentase Omzet Perbulan Responden

Omzet/Bulan (Rp) Jumlah Persentase
< 2.000.000 13 6%
2.000.0000 — 5.000.000 70 33%
5.000.000 — 10.000.000 87 42%
10.000.000 - 15.000.000 31 15%
15.000.000 - 20.000.000 5 2%
>20.000.000 4 2%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.7 : Persantase Jabatan Dalam Usaha Responden

Jabatan Jumlah Persentase
Pemilik/Manager 136 65%
Karyawan 74 35%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.8 : Persentase Jumlah Karyawan Responden

Jumlah Karyawan Jumlah Persentase
<3 Orang 131 62%
4 Orang — 6 Orang 53 25%
7 Orang — 9 Orang 18 9%
> 9 Orang 8 4%
Total 210 100%

Sumber: Hasil penelitian, 2022
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Tabel 4.9 : Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

N Min | Max Mean Std. Deviation
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 210 1 4 3.11 0.76
UMKM (Y)
Pemahaman Pajak (X1) 210 1 4 3.02 0.62
Sanksi Pajak (X2) 210 1 4 3.02 0.58
Kebijakan Pelayanan Fiskus 210 1 4 3.19 0.67
(X3)
Tax Amnesty (X4) 210 1 4 3.11 0.63
Preferensi Risiko (X5) 210 1 4 3.09 0.64
Sumber: Hasil penelitian, 2022
5 s - ° e T
n Tax Armnesty . . k
Gambar 4.1 Skema Outer Model
Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS
Tabel 4.10 : Nilai Outer Loadings Iterasi Pertama
Kepatuhan | Kualitas Pemahaman | Preferensi | Sanksi | Tax
Pajak Pelayaanan | Pajak Resiko Pajak | Amnesty
Fiskus
M.2 0,723
M.3 0,813
M.4 0,760
X1.1 0,819
X1.2 0,844
X1.3 0,746
X1.4 0,742
X1.5 0,733
X2.1 0,796
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X2.2

0,848

X2.3

0,710

X2.4

0,839

X2.5

0,794

X3.1

0,864

X3.2

0,866

X3.3

0,890

X3.4

0,883

X4.1

0,833

X4.2

0,836

X4.3

0,867

X4.4

0,863

X4.5

0,843

Y.l

0,834

Y.2

0,795

Y.3

0,842

Y.4

0,859

Y.5

0,869

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.11 : Nilai Outer Loadings Iterasi Kedua

Kepatuhan
Pajak

Kualitas
Pelayaanan
Fiskus

Pemahaman
Pajak

Preferensi

Resiko

Sanksi
Pajak

Tax
Amnesty

M.2

0,775

M.3

0,836

M.4

0,815

X1.1

0,819

X1.2

0,844

X1.3

0,746

X1.4

0,742

X15

0,733

X2.1

0,796

X2.2

0,848

X2.3

0,710

X2.4

0,839

X2.5

0,794

X3.1

0,864

X3.2

0,866

X3.3

0,890

X3.4

0,883
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X4.1 0,833
X4.2 0,836
X4.3 0,867
X4.4 0,863
X4.5 0,843
Y.l 0,834
Y.2 0,795
Y.3 0,842
Y.4 0,859
Y.5 0,869

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.13 : Nilai Composite Reliability

Variabel gglrir]a%(?lsil;[; Syarat 'Col\lrsagach > Syarat Keterangan
Kepatuhan Pajak 0,923 >06 0,895 >0,7 Reliabel
E‘;i'u';as Pelayaanan |, gqq >0,6 0857 >07 Reliabel
Pemahaman Pajak 0,884 >06 0,837 >0,7 Reliabel
Preferensi Resiko 0,850 >0,6 0,736 >0,7 Reliabel
Sanksi Pajak 0,929 >0,6 0,899 >0,7 Reliabel
Tax Amnesty 0,928 >0,6 0,903 >0,7 Reliabel

Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS




Gambar 4.2 : Skema Inner Model

X1.1
x1.2 Saa 1o
’38081’
X1.3 471.864
(13.925
X14 19456
=4 Pemahaman
X1.5 Pajak
X2.1 3312 CD\
.
X22 22415 x1
32,133
=
« > X2 P
= ‘/25‘944 Kualitas ‘ , 1
X2.5 Pelayaanan @\ L 31.144% Y3
Fiskus 137.996,
B M > X3 010 Y4
%32 “.161 e @/ 2
43.646
X33 :48181
X34 Sanksi Pajak M > x4 1022
29344
23.085 referensi *
’ R;iﬁ;5 830 M4
i Tax Amnesty M.2
X4.5
M3
Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS
Tabel 4.15 : Nilai R-Square
Variabel Independen Variabel Dependen
Square

Pemahaman Pajak, Kualitas
Pelayanan Fiskus, Sanksi
Pajak, Tax Amnesty,
Preferensi Resiko

Kepatuhan Pajak 0,702
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Tabel 4.16 : Result of Inner Weight

Original | Sample | Standard
Sample | Mean | Deviation | T Statistics | P
(O) (M) (STDEV) | (JO/STDEV]) | Values
Kualitas Pelayaanan
Fiskus -> Kepatuhan
Pajak 0,238 0,240 | 0,084 2,834 0,005
M > X4 -> Kepatuhan
Pajak 0,238 0,234 0,118 2,025 0,043
Pemahaman Pajak ->
Kepatuhan Pajak 0,289 0,288 0,087 3,312 0,001
Sanksi Pajak ->
Kepatuhan Pajak 0,333 0,326 0,097 3,451 0,001
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LAMPIRAN 3
TABULASI DATA

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30
31

32
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33
34

35

36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63

64
65

66
67

68

69
70

71
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

88
89
90
91

92

93
94
95
96
97

98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210

2. Pemahaman Pajak (X1)

X1.4

X1.3

X1.2

X1.1

No

10
11
12
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
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54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64

65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87

88
89
90
91

92
93
94

102



95

96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

103



136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

104



177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

3. Kebijakan Pelayanan Fiskus

X2.5

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

No

105



10
11
12
13

14
15

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44

106



45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64

65

66
67

68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

107



86
87

88
89

90
91

92

93

94
95

96
97

98
99

100
101
102
103

104
105

106
107
108
109
110
111
112
113

114
115

116
117
118
119
120
121
122
123

124
125

126

108



127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

109



168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208

110



209
210

4. Sanksi Pajak

X3.4

X3.3

X3.2

X3.1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

111



35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64
65
66
67

68
69
70
71

72

73
74
75

112



76
77
78
79
80
81

82

83

84
85
86
87

88
89
90
91

92

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

104
105

106
107
108
109
110
111
112
113

114
115

116

113



117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143

144
145

146
147
148
149
150
151
152
153

154
155

156
157

114



158
159
160
161
162
163

164
165

166
167
168
169
170
171
172
173

174
175

176
177
178
179
180
181
182
183

184
185

186
187
188
189
190
191
192
193

194
195

196
197
198

115



199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210

5. Tax Amnesty

X4.5

X4.4

X4.3

X4.2

X4.1

No

10
11
12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

116



24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64

117



65
66
67
68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86
87

88
89

90
91

92

93

94
95

96
97

98
99

100
101
102
103

104
105

118



106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

119



147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

120



188
189

190
191
192
193

194
195

196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210

6. Variabel Moderasi

Xa.5

X4.4

X5.3

X5.2

X5.1

No

10
11
12

121



13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53

122



54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64
65
66
67

68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86
87

88
89

90
91

92

93

94

123



95

96
97

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

124



136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

125



177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210

126



